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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian yang dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka 

dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut : 

1. Ketentuan mengenai ganti rugi atas tanah dalam pengadaan tanah bagi 

pembangunan untuk kepentingan umum berdasarkan Peraturan Presiden 

Nomor 36 Tahun 2005 dan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 

belum sepenuhnya mewujudkan kepastian hukum bagi bekas pemegang 

hak atas tanah. Hal tersebut nampak dari masih adanya beberapa 

pengaturan mengenai ganti rugi atas tanah yang belum jelas dan 

menimbulkan multitafsir sehingga akhirnya tidak dapat dilaksanakan 

secara konsisten, misalnya seperti pengaturan mengenai kerugian yang 

bersifat nonfisik.  

2. Nilai-nilai Pancasila, amanat Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 serta Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1960 belum sepenuhnya diwujudnyatakan dalam 

ketentuan mengenai ganti rugi atas tanah dalam pengadaan tanah bagi 

pembangunan untuk kepentingan umum berdasarkan Peraturan Presiden 

Nomor 36 Tahun 2005 dan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006. 

Sifat represif masih sangat terasa, misalnya dapat  dilihat dalam ketentuan 

mengenai musyawarah dan penggunaan lembaga konsinyasi. Selain itu 

ketentuan yang ada belum menjamin bekas pemegang hak atas tanah 
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terlindungi untuk memperoleh tingkat kehidupan sosial ekonomi yang 

lebih baik jika dibandingkan dengan keadaan sebelum terkena pengadaan 

tanah. Hal tersebut terjadi karena dasar perhitungan ganti rugi atas tanah 

yang hanya memperhitungkan kerugian yang bersifat fisik dan terbukanya  

peluang perhitungan ganti rugi yang hanya didasarkan pada NJOP. 

3. Ketentuan mengenai ganti rugi atas tanah dalam pengadaan tanah bagi 

pembangunan untuk kepentingan umum berdasarkan Peraturan Presiden 

Nomor 36 Tahun 2005 dan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 

belum mewujudkan keadilan bagi bekas pemegang hak atas tanah. 

Ketentuan yang ada menempatkan bekas pemegang hak atas tanah dalam 

posisi yang tidak seimbang terkait dengan hak dan kewajibannya dalam 

pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. 

    

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang diutarakan di atas, maka dapat 

dikemukakan saran sebagai berikut : 

1. Ganti rugi atas tanah dalam pengadaan tanah bagi pembangunan untuk 

kepentingan umum sangat berkaitan erat dengan hak-hak asasi dari bekas 

pemegang hak atas tanah sebagaimana termaktub dalam Pancasila dan 

UUD 1945, oleh sebab itu ketentuannya perlu diaktualisasikan secara 

nyata dan seimbang dalam produk hukum berupa undang-undang maupun 

peraturan-peraturan pelaksana di bawahnya. Saat ini pengadaan tanah bagi 

pembangunan untuk kepentingan umum telah diatur dalam Undang-
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Undang Nomor 2 Tahun 2012 dan sedang disusun rancangan Peraturan 

Presiden sebagai peraturan pelaksananya. Semangat untuk memberikan 

ganti rugi atas tanah yang layak dan adil telah nampak dalam pengaturan 

mengenai ganti rugi atas tanah dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

2012, namun secara substansial, ketentuan mengenai ganti rugi atas tanah 

dalam pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum 

harus tetap diatur secara jelas dengan memperhatikan nilai-nilai yang 

hidup dalam masyarakat. Ketentuan mengenai ganti rugi atas tanah tidak 

boleh menimbulkan multitafsir, serta mengandung keterbukaan sehingga 

dapat dilaksanakan secara konsisten, terutama mengenai kerugian yang 

bersifat nonfisik. Hal ini guna mewujudkan kepastian hukum dan 

perlindungan hukum bagi bekas pemegang hak atas tanah, maupun bagi 

pemerintah sendiri, sehingga penafsiran secara keliru dan arogan 

mengenai ganti rugi atas tanah yang pada akhirnya akan merugikan salah 

satu pihak dapat dihindari.  

2. Asas keseimbangan harus lebih diperhatikan dalam ketentuan mengenai 

ganti rugi atas tanah dalam pengadaan tanah bagi pembangunan untuk 

kepentingan umum agar di samping tercipta keadilan prosedural, tercipta 

pula keadilan substansial bagi bekas pemegang hak atas tanah. Ketentuan 

sebagaimana dimaksud tersebut tentunya akan lebih bersifat responsif, 

tidak represif, dan lebih mampu menghadirkan rasa keadilan bagi 

masyarakat (sense of justice).  
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